PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Gangguan tidak sesuai lagi dengan kondisi
saat ini;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan
merupakan jenis retribusi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c¢ di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan. ...
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2010 tentang
Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2010 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 8 ditambahkan 12 point, Pasal 1
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

9. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pungutan terhadap
Retribusi Izin Gangguan.

10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Retribusi. ...
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Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, tidak
termasuk yang lokasi telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbata, Perseroan Komanditer, perseroan loainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, organisasi
sosial politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolekatif dan bentuk usaha tetap.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang meng-
gunakan/menikmati pelayanan perizinan tertentu.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetoran.

Surat  Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daeah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada
retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4. ...
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Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memproleh izin
gangguan.

3. Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN USAHA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan indeks usaha dan indeks
tempat usaha.

(2) Indeks usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No Usaha Indeks
1 |Tukang pangkas rambut, tukang jahit dan lain-lain 1
sejenisnya, penggilingan padi, cetak bata, pengolahan mie,
tauco dan kerupuk serta lain-lain sejenisnya, pengelolaan
mie, tahu dan tempe

2 | Praktek dokter, praktek bidang pengacara, notaris, salon 2
kecantikan, asuransi, apotik, kantor akuntan/konsultan
pajak, photo copy, toko obat, rumah penginapan, service
radio/tape/recorder/video, usaha peternakan, percetakan,
agen usaha angkutan, tempat pencucian mobil, bengkel
sepeda/beca dan usaha sejenisnya, pengkalan minyak,
motor, tempat cucian kendaraan, pembuatan batako dan
sejenisnya

3 | Perusahaan real estate, perusahaan alat-alat berat, isolator 3
instalator, agen perkapalan, showroom kendaraan, bengkel
mobil, bioskop, hotel, balai-balai pertemuan milik swasta,
palwa video, bank milik swasta, rumah bersalin/klinik
swasta, balai pengobatan, tower, pabrik CPO, perkantoran
perkebunan  besar swasta, pabrik karet, stone
cruiser/asphalt mix planting, pembibitan berskla besar,
sawmill, dan usaha-usaha sejenis

(3) Indeks luas tempat usaha sebagaimana dimkasud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

No Luas Tempat Usaha Indeks
0-100 M2
101-500 M2
501-1.000 M2
1.001-3.000 M2
3.001-6.000 M2
6.001-10.000 M2
» 10.000 M2
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4. Ketentuan Bab V Pasal 7 ayat (1) diubah, dan antara ketentuan Bab V Pasal
8 dan Bab VI disisipkan dan diubah menjadi Bab VI dan Bab VII, sehingga
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V. ...
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BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF
Pasal 7

(1) ﬁinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Bab VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(I) Struktur tarif digolongkan berdasarkan perkalian indeks usaha dan indeks
luas usaha dengan tarif retribusi.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:
Kelas Kecil. .o Rp. 200.000,-
Kelas Menengah........... Rp. 500.000,-
Kelag Besar . ..iivicise Rp. 750.000,-
Bab VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat
penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

5. Ketentuan Bab VI Pasal 9 diubah menjadi Bab VIII Pasal 10, selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

Bab VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah tempat usaha/kegiatan yang

diberikan izin gangguan.

6. Ketentuan Bab VII Pasal 10 -12, Bab VIII Pasal 13-14, diubah menjadi Bab
IX Pasal 11, Bab X Pasal 12, Bab XI Pasal 13, Bab XII Pasal 14, Bab XIII
Pasal 15-17, Bab XIV Pasal 18, yang selengkapnya berbunyi:

BAB IX
MASA RETRIBUSI
Pasal 11
Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

BAB X. ...
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BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13
Pembayaran retribusi terhutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain
yang ditunjuk.
Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
diterbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran angsuran dan penundaan
pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagaimana awal
tindakan penagihan retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi
harus melunasi retribusi yang terhutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 15
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

(5) Pengajuan. ...
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Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa yang menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X1V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 17-18 berubah menjadi Pasal 19 dan Pasal 20.

BAB XV. ...
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BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh, apabila:

a. diterbitkannya surat teguran; atau

b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidka langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan hutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 25 disisipkan Bab XVI Pasal 21, Bab XVII
Pasal 22, Bab XVIII Pasal 23 dan Bab XIX Pasal 24, yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 21
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII. ...



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

9

BAB XVII
PEMERIKSAAN
Pasal 22

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi.

Wajib retribusi yang diperiksa, wajib:
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek retribusi yang terhutang.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 23
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatn insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 24

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

d. Memeriksa. ...
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d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi.

g Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.

J.  Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi Bab XX Pasal 25, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan surat teguran.

10. Ketentuan redaksi Pasal 16 tetap, menjadi Bab XXI Pasal 26 dan disisipkan

Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan Negara.

11. Diantara. ...
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11. Diantara Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29, disisipkan Bab XXII Pasal 28
tentang Ketentuan Peralihan, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terhutang
berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010
tentang Retribusi Izin Gangguan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

Pasal 11

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
Pada tanggal 28 pesemper 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR,
d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2015

Bagian Hukum, Local (D), Perda Tahun 2015



